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ABSTRAK  

 

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN 

HARTA KEPADA ANAKYANG BERLAINAN AGAMA 

(Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru 

Kabupaten Tulang Bawang) 
 

Oleh:  

FENDI WARDANA  

NPM. 14124129 

 

Waris adalah suatu hal yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu 

pokok bahasan utama dalam hukum Islam karena hal ini selalu ada dalam setiap 

keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat 

akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa 

dirugikan. Secara teoritis orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian 

warisannya menurut agama Islam, dan jika ada sengketa harus dilakukan di depan 

sidang Pengadilan Agama. Namun jika masyarakat nonmuslim yang membagi 

waris harus dengan hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) dan jika terjadi sengketa 

waris harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri. Di dalam hukum 

perdata tidak ada ketentuan yang mengatakan adanya penghalang waris karena 

perbedaan agama. Lain halnya dengan sengketa pembagian harta waris yang di 

dalam permasalahan tersebut terdapat perbedaan suatu agama dan penyelesaian 

perkara tersebut banyak dilakukan berdasarkan hukum adat, hal ini pastinya akan 

berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum Perdata 

(BW). Begitu juga sebaliknya jika sengketa ini dibawa ke sidang Pengadilan 

Agama maka orang yang beragama Kristen tidak akan mendapat warisan karena 

agama Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta waris kepada 

anak yang berlainan agama di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru 

Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari hukum waris. Jenis  penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat 

deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara dan dokumentasi.  Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif 

dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta waris non-

muslim harus menggunakan sebuah akad hibah dalam pemberiannya, bahwa 

konteks pembagian waris tersebut dapat dilihat dalam sebuah prinsip-prinsip dari 

hukum ekonomi syariah yang terdiri dari: prinsip maslahah, prinsip kerelaan dari 

segala pihak, dan transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan, serta toleransi. 

Pembagian waris kepada anak non-muslim dalam ketentuan hukum Islam tidak 

diperbolehkan. Namun, berdasarkan Yurisprudensi dan atau adat istiadat (urf‟) 

dan secara hukum islam di lindungi secara tegas pada surat an-nisa ayat 59 maka 

dapat dipahami bahwa waris berbeda agama dilakukan dengan melakukan sebuah 

pertimbangan ketentuan-ketentuan ekonomi kemanusian, keadilan, manfaat, dan 

kepastian hokum. 
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MOTTO  

 

 

أً  تُ ۖۡ فإَنِ تنَََٰزعَأ أً ٌِِكُ رِ  مأ
َ وْلِِ ٱلۡأ

ُ
أْ ٱلرذسُٔلَ وَأ طِيعُ

َ
َ وَأ أْ ٱللَّذ طِيعُ

َ
ٔٓاْ أ ُِ ٌَ ََ ءَا ِي ا ٱلَّذ َٓ يُّ

َ
أ وهُ يََٰٓ ء  فرَُُُّّ أ ََ  ِِ  

سَ  حأ
َ
ٞ وَأ َٰلمَِ خَيۡأ أٔمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ ذَ َ

ِ وَٱلۡأ ُِٔنَ ةٱِللَّذ ٌِ أً تؤُأ ِ وَٱلرذسُٔلِ إنِ نُِتُ ويِلًا  إلََِ ٱللَّذ
أ
 ٥٩َُ تأَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-

Nisaa: 59)
1
 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005),     

69 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang 

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai hukum positif 

belum tersusun dalam suatu persatuan yang terunifikasi. Hal ini dikarenakan 

belum adanya keseragaman terhadap kemajemukan bentuk dan sistem hukum 

waris yang ada di Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia saat ini 

diantaranya adalah yang diatur oleh sistem hukum adat sistem hukum Islam 

dan sistem hukum barat (KUHPerdata). Selain itu masalah waris adalah 

masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan 

utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan 

masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat 

pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa 

dirugikan. Selain dari pada hukum Islam, hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) 

juga ketat mengatur tentang waris dikarenakan aturan ini berlaku khusus 

kepada masyarakat nonmuslim. Walaupun demikian masih banyak masyarakat 

yang membagi warisannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di 

masyarakat masing-masing. 

Secara teoritis orang yang beragama Islam harus melakukan 

pembagian warisannya menurut agama Islam, dan jika ada sengketa harus 

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan/ 

kekuasaan Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan 
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menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang “ :a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah 

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c. Waqaf dan shadaqah. 

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf bialah 

penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 

peningggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan 

melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”.
2
 

Namun jika masyarakat nonmuslim yang membagi waris harus dengan 

hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) dan jika terjadi sengketa waris harus 

dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri. Hal ini terlihat sudah jelas dan 

tidak ada masalah. Di dalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang 

mengatakan adanya penghalang waris karena perbedaan agama. Hal ini dapat 

dilihat dari sistem hukum waris perdata Barat (BW) yaitu menganut: 

1. Sistem Pribadi: Bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan 

kelompok ahli waris, 

2. Sistem Bilateral, yaitu mewaris baik dari pihak ibu maupun bapak, 

3. Sistem Perderajatan, bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan 

si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.
3
 

 

Lain halnya dengan sengketa pembagian harta waris yang di dalam 

permasalahan tersebut terdapat perbedaan suatu agama dan penyelesaian 

perkara tersebut banyak dilakukan berdasarkan hukum adat, hal ini pastinya 

akan berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum 

Perdata (BW). Begitu juga sebaliknya jika sengketa ini dibawa ke sidang 

Pengadilan Agama maka orang yang beragama Kristen tidak akan mendapat 

                                                 
2
 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

3
 Efendi Perangin-angin, Hukum Waris (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 4-5. 
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warisan karena agama Islam. Sementara Penggugur hak mewarisi adalah: 

Budak, seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk 

mewarisi sekalipun dari saudaranya. Pembunuhan, apabila seorang ahli waris 

membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia 

tidak berhak mendapatkan warisan.   

Perbedaan Agama, seorang Muslim tidak dapat mewarisi ataupun 

diwarisi orang nonmuslim, apapun agamanya. Hal ini ditegaskan Rasulullah 

saw. dalam sabdanya: 

سْلِمُ الكَافِرَ 
ُ

سْلِمَ  لاً يرَِثُ الم
ُ

وَلاَ الكَافِرُ الم  
Artinya : “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, 

datidak pula orang kafir mewarisi muslim.” (Bukhari dan Muslim).
4
 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara eksplisit, KHI yang 

diberlakukan dengan interuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 melarang 

terjadinya pewarisan antara muslim dengan non muslim. Larangan tersebut 

tertuang dalam ketentuan umum pasal 171 huruf (b) da huruf (c) yang 

mensyaratkan pewaris dan ahli waris harus seagama, yakni Islam.
5
 

Namun, pada prakteknya, perkara waris beredar umum dimasyarakat 

mengenai berbagai ketentuan dengan kepercayaan pembagian waris yang 

terdiri dari pembagian berdasarkan hukum adat, hukum Islam dan hukum 

                                                 
4
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 

2018), 155 
5
 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) selengkapnya sebagai 

berikut: (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal 

berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, yang pada saat meninggal dunianya pewaris 

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,beragama Islam, dan 

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 
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Perdata (BW) dan dari penjelasan diatas tersebut terlihat pada masyarakat 

yang berada di Desa Sidomukti, Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang 

dimana pembagian harta waris yang terdapat di daerah tersebut adalah 

masyarakat yang masih menggunakan sistem pembagian waris berdasarkan 

adat dimana pembagian tersebut dibagi rata anatara para penerima waris 

karena mereka beranggapan bahwa pembagaian secara merata menimbulkan 

sebuah persamaan dan keadilan diatara keluarga agar tidak terdapat 

permusuhan karena kesalah pahaman pembagian harta waris. 

Selain itu permasalahan yang terjadi adalah salah satu dari ahli waris 

berbeda agama dengan ahli waris lainnya, yaitu antara Islam dan Kristen 

dimana terdapat persamaan yang merata mengenai pembagian harta waris. 

Sedangkan sudah terlihat jelas bahwasanya gugurnya ahli waris karena 

perbedaan agama namun karena kurangnya pengetahuan masayarakat akan 

status ketetapan hukum yang sudah ada maka pembagian harta sesuai dengan 

kehendak dan ketetapan dari keluarga itu sendiri dan berdasarkan ketentuan 

hukum adat, dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM WARIS 

TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK YANG 

BERLAINAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung 

Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)”. 
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B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka agar 

pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penelitian 

merumuskan pertanyaan penelitian. Bagaimana pembagian harta waris kepada 

anak yang berlainan agama di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru 

Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari hukum waris? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Untuk 

mengetahui pembagian harta waris kepada anak yang berlainan agama di 

Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang 

ditinjau dari hukum waris. 

2. Manfaat penelitian  

a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah keilmuan di bidang Waris. 

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap Pembagian Harta 

Waris di Desa Gedung Aji Baru Kec. Sidomukti Kab. Tulang Bawang. 

D. Penelitian Relavan  

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan 

penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan 

penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-
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penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, 

sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, 

yakni sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti Febrina, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Studi Banding Sistem Hukum 

Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dalam Konteks Fiqih. Mawaris 

Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau).” Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum waris Islam 

dalam hukum waris adat Minangkabau tidak terlaksana pada pembagian 

harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Implementasi hukum Islam 

dan hukum adat Minangkabau hanya terlaksana pada pembagian harta 

pencaharian dan harta seorang yang dibawa suami istri dalam pernikahan. 

Akan tetapi pelaksanaan pewarisan kedua harta tersebut tidak 

dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang benar. 

Tidak terdapat keseimbangan antara agama dan adat dalam sistem 

pembagian harta waris adat Minangkabau, karena hukum waris Islam 

dengan hukum waris Minangkabau sangatlah berbeda hukum waris Islam 

dilakukan dengan sistem Bilateral, sedangkan hukum waris adat 

Minangkabau dengan sistem Multiteral. Kesadaran masyarakat 

Minangkabau untuk menyeimbangkan hukum waris adat dengan hukum  
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waris Islam belum tampak adanya disebabkan pola fikir masyarakat yang 

masih berpegang teguh kepada adat Minangkabau.
6
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fachmi Ramdhan, Konsentrasi 

Peradilan Agama Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Negeri Islam Syarif Hidayyatullah Jakarta, dengan judul 

“Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Perkampungan Budaya Betawi 

Srengseng Sawah Jakarta Selatan”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa menurut hukum Islam umat lslam harus tunduk taat dan patuh pada 

ajaran Islam. Temyata pada kenyataanya yang terjadi di perkampungan 

budaya Betawi berbeda. Dengan alasan lebih baik berbuat keadilan.
7
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Helwida Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 

dengan judul “Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn 

Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)”. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

Ibn Taimiyah membolehkan orang muslim menerima waris dan orang 

kafir tapi tidak sebaliknya. Sementara Wahbah Zuhaili tidak membolehkan 

antara orang muslim dan orang kafir saling mewarisi Ibn Taimiyah bukan 

membolehkan secara mutlak, tapi ada pengecualian hanya dikhususkan 

kepada kafir zimmi bukan kafir harbi, karena illat dari waris adalah 

pertolongan, sedangkan penghalang adalah permmusuhan. Sementara 

                                                 
6
 Yanti Febrina, “Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam 

dalam Konteks Fiqih. Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau), dalam 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/917, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 
7
 Achmad Fachmi Ramdhan, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Perkampungan Budaya 

Betawi Srengseng Sawah Jakarta Selatan”, dalam http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/ 

123456789/24888/1/, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/917
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/%20123456789/24888/1/
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/%20123456789/24888/1/
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Wahbah Zuhaili tidak  membolehkan waris beda agama secara mutlak, 

antara orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarsi baik dari 

kalangan kafir harbi maupun kafir zimmi,karena kafir merupakan musuh 

Islam. Pendapat yang lebih maslahat untuk kontek Aceh dan ke Indonesia 

dan berdasarkan kondisi serta perkembangan zaman adalah pendapat Ibn 

Taimiyah yang memboleh orang muslim menerima waris dari orang kafir 

zimmi tapi tidak sebaliknya. Pendapat Ibn Taimiyah akan lebih kuat 

apabila dikaitkan dengan pendekatan maqasid yang dapat menjaga 

kesejahteraan kaum.
8
  

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti memiliki fokus kajian yang sama yaitu mengenai 

pembagian harta waris. Namun dalam hal ini peneliti lebih menekankan 

kepada bagaimana pandangan hukum adat dan hukum Islam melihat 

pembagian harta waris berbeda agama. jenis penelitian ini adalah field 

research (penelitian lapangan) peneliti akan teljun langsung ke masyarakat 

untuk meneliti permasalahan sesuai dengan kajian peneliti.  

Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yanti Febrina dengan judul Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat dengan 

Hukum Waris Islam dalam Konteks Fiqih Mawaris Pendidikan Agama Islam 

(Studi Kasus Adat Minangkabau). Penelitian ini berbeda dengan fokus kajian 

peneliti, penelitian ini mengkaji mengenai studi banding sistem hukum waris 

adat dengan hukum waris Islam dalam konteks Fiqih mawaris, sedangkan 

                                                 
8
 Novi Helwida, “Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan 

Wahbah Al-Zuhaili)”, dalam https://repository.ar-raniry.ac.id/950/, diakses pada tanggal 15 

Oktober 2019 

https://repository.ar-raniry.ac.id/950/
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peneliti lebih memfokuskan pada objek kajian mengenai pembagian harta 

waris pada anak yang berlainan agama berdasarkan dengan hukum positif dan 

hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fachmi Ramdhan 

dengan judul Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Perkampungan Budaya 

Betawi Srengseng Sawah Jakarta Selatan, penelitian ini berbeda dengan 

penelitian peneliti, penelitian ini membahas mengenai sistem pembagian harta 

waris berdasarkan budaya sedangkan peneliti berdasarkan dengan hukum 

positif dan hukum Islam dan dalam batasan kajian mengenai pembagian waris 

dengan anak yang berlainan agama. penelitian yang dilakukan oleh Novi 

Helwida dengan judul Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn 

Taimi Yah dan Wahbah Al-Zuhaili), penelitian ini berbeda dengan penelitian 

peneliti, penelitian ini memfokuskan kajian pada pembagian harta waris 

berdasarkan perbandingan Ibn Taimi Yah dan Wahbbah Al-Zuhaili sedangkan 

peneliti lebih memfokuskan pembagian harta waris berlainan agama dengan 

berdasarkan pandangan hukum adat dan hukum Islam.  

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pembagian harta waris pada 

anak beda agama berdasarkan hukum positif dan hukum Islam di Desa 

Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, belum 

pernah diteliti, khususnya di lembaga IAIN Metro. 

 

 



 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hukum Ekonomi Syari’ah 

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab 

dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang.Hukum ekonomi 

merupakan kajian tentang hokum yang berkaitan dengan ekonomi secara 

interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Soemitro, hokum 

ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah 

atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur 

kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling 

berhadapan.”.
9
 

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh 

perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak 

berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat 

komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi syariah 

yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki 

karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada amar‟ ma‟ruf nahi 

munkaryang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang 

dilarang.
10

 

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang 

digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang 

merupakan pelaksanaan Fiqh di bidang ekonomi. Pelaksanaan ekonomi 

                                                 
9
 Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam: dalam Persefektif Kewenangan 

Pengadilan Agama (Jakarta: Kencana 2012), 5-6 
10

 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syari‟ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2-3. 
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oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan 

tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada 

interaksi ekonomi. Hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa 

yang pasti muncul dalam masyarakat.
11

 

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah 

Tujuan hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari sudut pandang 

yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada amar 

ma‟ruf nahi munkar yang berartimengerjakan yang benar dan 

meninggalkan yang dilarang. Adapun sudut pandang tersebut adalah antara 

lain: 

a. Ekonomi Kemanusiaan 

Artinya adalah Allah memberikan predikat “Khalifah” hanya 

kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang 

memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai 

khalifah  manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan 

berinovasi. 

b. Ekonomi Akhlaq 

Artinya yaitu kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus 

berkaitan dengan sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Seorang 

muslim tidak bebas menggerakan apa saja yang diinginkan atau yang 

menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain. 

  

                                                 
 

11
 Ibid., 3 
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c. Ekonomi Illahiyah 

Artinya manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi 

perintahnya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, 

manusia harus berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan 

utama untuk mendapat ridha Allah SWT.
12

 

d. Ekonomi Keseimbangan 

Adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat 

diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan 

akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, 

iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak akan menzalimi 

masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada 

masyarakat kapitalis. Dan Islam tidak menzalimi hak individu 

sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui 

hak individu dan masyarakat secara berimbang. Sebab dapat dilihat 

bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan 

seimbang dalam segala hal kehidupan. 

Dari sudut pandang mengenai tujuan hukum ekonomi syariah di 

atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya bahwa tujuan dari hukum 

ekonomi syariah a dalah untuk memberikan suatu  aturan dan pemahaman 

kepada manusia bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus 

memperhatikan beberapa hal, yaitu mencari ridha Allah, menjaga hubungan 

antar sesama, selalu bekerja keras, serta menjaga keseimbangan antara 

keperluan dunia dan akhirat. 

                                                 
12

 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2012), 9 
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3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 

Prinsip Dasar dari Ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung 

atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagai pihak saja. 

Ajaran Islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi 

dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup dimuka 

bumi.
13

 

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam muamalah adalah 

sebagai berikut: 

a. Prinsip Halal , bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki 

(berinvestasi) menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan 

hal-hal yang halal, baik dalam cara memperolehnya dalam 

mengkonsumsinya dan dalam memanfaatkannya. 

b. Prinsip Maslahah, adalah sesuatu yang ditunjukan oleh dalil hukum 

tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan 

manusia dalam rangka mencapai tujuan syara‟, yaitu memelihara 

agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. 

c. Prinsip Tauhidi, bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum 

harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah yang 

harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana 

dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. 

d. Prinsip Ibadah, bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya 

adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. 

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi,dalam bermuamalah harus didasari  

dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi 

dengan didasari akad yang sah. 

f. Prinsip Kerja Sama, prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang 

saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling 

menguntungkan). 

g. Prinsip Membayar Zakat, mengimplementasikan zakat merupakan 

kewajiban seorang muslim.
14
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 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 2. 
14

 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam., 9 
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Adapun prinsip-prinsip syariah dalam masalah jual beli yang dapat 

digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang 

zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak diantaranya 

adalah:
15

 

a. Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (An Taradhin). 

b. Larangan praktek penipuan, kecurangan, dan pemalsuan. Hal ini 

termasuk memakan harta orang lain secara bathil, maka transaksinya 

batal demi hukum. 

c. Tradisi, prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman, dan kebiasaan 

bisnis yang berlaku („urf) tidak bertentangan dengan prinsip syari‟ah. 

d. Berdasarkan niat dan itikad yang baik serta menghindarkan kelicikan 

dan akal-akalan (moral hazard) dengan mencari celah hukum dan 

ketentuan yang seharusnya. 

e. Kesepakatan transaksi dilangsungkan dengan serius, konsekuen. Komit, 

dan konsisten, tidak boleh main-main dan mencla-mencle. 

f. Transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi. Prinsip 

keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan 

perdagangan agar tidak membawa kepada konflik dan keributan. 

g. Tidak boleh melakukan transaksi dengan cara media, dan objek  

transaksi yang diharamkan Islam.
16

 

 

Berdasarkan uraian di atsa, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip 

syariah dlaam masalah jual beli pada dasarnya ialah prinsip-prinsip yang 

dilandasi atas dasar kerelaan, tanpa adanya penipuan, dan tanpa adanya 

transaksi yang diharamkan dalam Islam.  

B. Pengalihan Harta dalam Islam  

1. Waris  

a. Pengertian Waris  

Waris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal 

Al-mῑῑrᾱts adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata waristsa- 

                                                 
15

 Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2003), 63-65 
16

 Afzalul Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 1 (Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 

1995), 88. 
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yaritsu-miiratsan. Makna menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu 

dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum 

yang lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada 

hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan 

non harta benda. Sedangkan makna Al -mῑῑrᾱts menurut istilah yang 

dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang 

yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik yang 

ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak 

milik legal secara syar‟i
17

 

Secara etimologi, para ahli hukum fikih mengemukakan 

pendapat tentang pengertian hukum waris Islam, yaitu: 

1) Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan 

harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak 

menjadi ahli waris, menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli 

waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan 

pewaris itu dilaksanakan.
18

 

2) Ahmad Azhari hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang 

mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari 

pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli 

waris), berapa jumlah bagian masing-masing, kapan dan 

bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan pentunjuk 

Alquran, Hadis dan ijtihad para ahli.
19

 

 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dipahami bahwa 

hukum waris Islam adalah ilmu yang mengatur tentang peralihan dan 

pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal 

dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta 

yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), 

                                                 
17

 Muhammad Ali Ash Shabuni, Pembagian Harta Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema 

Insani Pers, 2001), 33 
18

 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2005), 108. 
19

 Ahmad Azhari, Hukum Kewarisan Islam (Pontianak: FH. Intan Press, 2008), 27. 
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bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian 

pembagiannya. 

b. Dasar Hukum Waris  

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang 

paling sempurna dikemukakan oleh Al-Qur‟an, bahkan dapat dibilang 

tuntas.
20

 Dasar hukum kewarisan Al-Qur‟an yang dipandang umum 

antara lain sebagai berikut:  

انِ  َٰلَِِ ا ترََكَ ٱىأوَ ذٍ كأرَبُٔنَ وَليِنّسَِاءِٓ ُصَِيبٞ مِّ
َ انِ وَٱلۡأ َٰلَِِ ا ترََكَ ٱىأوَ ذٍ ىّيِرجَِّالِ ُصَِيبٞ مِّ

رُوطٗا   فأ ذٌ كأرَبُٔنَ 
َ انِ وَٱلۡأ َٰلَِِ ا ترََكَ ٱىأوَ ذٍ كأرَبُٔنَ وَليِنّسَِاءِٓ ُصَِيبٞ مِّ

َ  ٧وَٱلۡأ

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak 

bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. 

An-Nisaa‟: 7)
21

 

 

Sebab nuzul ayat di atas adalah bahwa dalam suatu riwayat 

dikemukakan tentang kebiasaan kaum Jahiliyah yang tidak 

memberikan harta waris kepada anak perempuan dan anak laki-laki 

yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernama Aus bin Tsabit 

meninggal dunia dan meninggalkan dua orang putri serta seorang anak 

laki-laki  yang masih kecil, datanglah anak pamannya, yaitu Khalid bin 

„Arfathah, yang menjadi „ashabah mengambil semua harta 

peninggalannya. Hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu, 

Rasulullah SAW bersabda, “saya tidak tahu apa yang harus saya 

                                                 
20

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 61 
21

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), 62 
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katakan” maka turunlah ayat di atas (An-Nisa ayat 76) sebagai 

jawaban atas peristiwa tersebut.
22

 

Surat An-Nisa ayat 7 di atas merupakan ayat tentang 

kewarisan, Allah SWT dengan tegas menghilangkan bentuk 

penzaliman terhadap kaum yang lemah, yakni perempuan dan anak-

anak. Kaum perempuan dan anak-anak memiliki hak waris yang sama 

dengan kaum laki-laki. Allah SWT menyantuni keduanya dengan 

kasih sayang dan kebijaksanaan-Nya serta dengan penuhi keadilan, 

yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh.
23

 

Selain ayat di atas, ada pula ayat yang menjelaskan tentang 

kewarisan yaitu sebagai berikut:  

رأحَامِ 
َ ْ ٱلۡأ أ ُ وْل

ُ
ۚۡ وَأ أً ٌِِكُ وْلََٰٓهمَِ 

ُ
أً فأَ عَكُ ٌَ  ْ دُوا َٓ ْ وَجََٰ اجَرُوا َْ دُ وَ َۢ بَعأ ٌِ  ْ أ ُِ ٌَ ََ ءَا ِي وَٱلَّذ

  ۢ ًُ ءٍ عَييِ أ ََ َ ةكُِوِّ  ِۚۡ إنِذ ٱللَّذ ِِ نتََِٰبِ ٱللَّذ لََِٰ ةتَِعأض   وأ
َ
أً أ ُٓ ظُ  ٧٥بَعأ

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian 

berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk 

golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat 

itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang 

bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfaal: 75)
24

 
 

   
َ
أً أ ُٓ ظُ رأحَامِ بَعأ

َ ْ ٱلۡأ أ ُ وْل
ُ
ۗۡ وَأ أً ُٓ َٰتُ هَ ذٌ

ُ
ٓۥ أ ُّ وََٰجُ زأ

َ
ۖۡ وَأ أً ِٓ ُفُسِ

َ
أَ أ ٌِ ٌِِيَِن  ؤأ ٍُ أ لََِٰ ةٱِل وأ

َ
لََِٰ ٱلنذبُِِّ أ وأ

رُو عأ ذٌ لِۡاَنٓكًُِ  وأ
َ
ٔٓاْ إلَََِٰٓ أ عَيُ ن تَفأ

َ
ٓ أ ََ إلَِّذ هََٰجِريِ ٍُ أ ٌِِيَِن وَٱل ؤأ ٍُ أ ََ ٱل ٌِ  ِ ِِ نتََِٰبِ ٱللَّذ ۚۡ ةتَِعأض   فٗا

طُٔرٗا   ِِ ٱىأهِتََٰبِ مَسأ َٰلمَِ   ٦كََنَ ذَ
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23
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24
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Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang 

mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu 

mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama 

lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada 

orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu 

berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang 

demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah). (Q.S. Al-Ahzab: 6)
25

 

 

Pada surat Al-Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6 ditegaskan 

bahwa kerabat pewaris lebih berhak untuk mendapatkan bagian 

dibandingkan lainnya yang bukan kerabat atau tidak mempunyai tali 

kekerabatan dengannya. Mereka lebih berhak daripada orang mukmin 

umumnya dan kaum muhajirin.
26

 

Menurut Riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim atau 

sering digunakan istilah mutafaq „alaih Nabi SAW bersabda:  

 أَلْْقُِوا الْفَراَئِضَ بأَِهْلِهَا فَمَا بقَِيَ فَ هُوَ لَأوْلََ رَجُلٍ ذكََرٍ 
Artinya: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-

orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang 

lebih utama (dekat kekerabatannya). (Riwayat Bukhari dan Muslim)
27

  

Berdasarkan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, dapat 

dipahami bahwa hukum kewarisan dalam Islam sangat jelas ketentuan 

dan peraturannya dalam Islam. Ketentuan hukum warisan yang 

terdapat di dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah sebagai ketentuan hukum 

yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam 

masyarakat. 

 

 

                                                 
25

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya., 334 
26

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris., 78 
27

 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 20 
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c. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 

Hukum kewarisan Islam adalah suatu hukum yang mengatur 

segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan hak dan atau 

kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia 

kepada ahli warisnya.  Hukum Kewarisan Islam mengandung lima 

Asas atau Prinsip, yaitu:
28

 

1) Asas ijbari yaitu Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta 

seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku 

dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa 

digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas 

Ijbari Hukum Kewarisan Islam terutama terlihat dari segi ahli 

waris harus (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta 

pewaris kepada dirinya sesuai dengan jumlah yang telah 

ditentukan oleh Allah. 

2) Asas Bilateral yaitu Asas ini mengandung arti bahwa seseorang 

menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu pihak 

kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan. 

Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisaa, ayat 7, ayat 11, ayat 

12 dan ayat 176. 

3) Asas Individual yaitu Asas ini menyatakan bahwa harta warisan 

dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki 

secara perorangan. 

                                                 
28

 Ali Afandi, Hukum Waris Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (bw), (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 128-130. 
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4) Asas keadilan yang berimbang yaitu Asas ini mengandung arti 

bahwa dalam hal kewarisan harus senantiasa terdapat 

keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan 

kewajiban yang harus ditunaikannya. 

5) Asas akibat kematian yaitu Asas ini mengandung arti bahwa 

kewarisan semata-mata sebagai akibat kematian seseorang. 

d. Macam-macam Ahli Waris 

Menurut Ahmad Rofiq, ada dua macam ahli waris, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Ahli waris nasabiyah, karena hubungan darah 

2) Ahli waris sababiyah, timbul karena:  

a) Perkawinan yang sah (al-musaharah) 

b) Memerdekakan hamba sahaya (al-wala‟) atau karena perjanjian 

tolong menolong.
29

  

 

Apabila dilihat dari bagian-bagian yang diterima, dapat 

dibedakan kepada:  

1) Ahli waris ashab al-furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian 

yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti 1/2, 1/3, atau 1/6.   

2) Ahli waris „ashabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa 

setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashab al-furu‟.  

3) Ahli Waris zawi al-arham yaitu ahli waris karena hubungan darah 

tetapi menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima 

warisan.
30

 

 

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan (jauh-dekat)nya 

sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang 

jauh dapat dibedakan. 

1) Ahli waris hijab, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat 

menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya 

menyebabkannya menghalangi orang lain. 

                                                 
29

 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris., 49 
30
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2) Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris 

yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat 

menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.
31

 

 

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak 

menerima warisan, baik ahli waris nasabiyah atau sababiyah, ada 17 

orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila 

dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang 

perempuan.
32

 

e. Sebab-sebab Hubungan Kewarisan dan Penghalangnya Dalam 

Islam 

 

1) Sebab-sebab Hubungan Kewarisan 

Sebab-sebab warisan yang disepakati terdapat dari tiga 

yaitu:
33

 

a) Adapun kekerabatan atau nasab hakiki, Hanafiyyah 

menyebutkannya ar-Rahim, yang dimaksudkan adalah 

kekerabatan hakiki, yakni setiap hubungan yang penyebabnya 

adalah kelahiran. Ini mencakup cabang-cabang (keturunan) si 

mayit dan asal usulnya juga anak keturunan dari asal-usul mayit, 

baik warisan itu dengan bagian dan ashabah seperti ayah, atau 

dengan ashabah saja seperti saudara laki-laki, atau karena rahim 

seperti dzamil arham contoh: paman dan ibu. Warisan karena 

nasab terdiri dari : 
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(1) Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun 

perempuan. 

(2) Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya ibu dan 

ibunya dan ibu dari ayah. 

(3) Saudara laki-laki dan saudara perempuan 

(4) Paman-paman dan anak-anak mereka laki-laki saja.
34

 

b) Adapun hubungan suami isteri atau nikah yang sah , yang 

dimaksudkan adalah akad yang sah, baik disertai mengauli isteri 

atau tidak. Ini mencakup suami dan isteri. Jika salah seorang 

dari suami isteri meninggal sebelum persetubuhan maka bisa, 

saling mewarisi karena keumuman dari makna ayat warisan 

antara suami isteri. Juga karena nabi nabi Muhammad 

memutuskan kasus Barwa‟ binti Wasyiq bahwa dia 

mendapatkan warisan. Suaminya telah meninggal sebelum 

menyetubuhinya, dan nabi tidak mewajibkan mahar untuknya. 

Isteri mewarisi suaminya jika dia masih dalam iddah talak raj‟i 

masih eksis selama dalam masa iddah ini yang disepakati dalam 

fiqih dan undang-undang. Adapun perempuan yang di talak 

ba‟in dia tidk bisa mewarisi meskipun pada masa iddah, jika 

suaminya menalaknya dalam keadaan suami iu sakit, karena 

tidak ada kecurigaan dia berlari dari memberi warisan. Jika 

suami menalaknya pada saat dia sakit keras karena menghindari 

pewarisan darinya, inilah yang disebut talak penghindaran. 
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2) Sebab-sebab Penghalang Hak Waris 

Adapun yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk 

mendapatkan hak waris adalah perbedaan agama, artinya pewaris 

dengan ahli waris menganut agama dan kepercayaan yang 

berlainan, mungkin sang pewaris seseorang muslim (muslimah) 

yang taat beragama, tetapi ahli warisnya seseorang yng tidak 

beragama (ateis). Atau bisa jadi ahli waris seseorang muslim sejati, 

namun pewarisnya seseorang yang telah murtad. Perbedaan 

keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut seseorang, menjadi 

suatu penghalang bagi mereka untuk saling mewarisi. Nabi 

Muhammad Saw., bersabda: 

Artinya : “Tidak tdapat saling mewarisi dua orang penganut 

agama yang berlainan”(HR.Abu Dawud, At-Tirmidzi,Ibnu Majah, 

dan An-Nasa‟i) 

f. Kewarisan Beda Agama  

Perbedaan agama antara muwaris dan orang yang mewarisi 

karena Islam dan lainnya menghalagi warisan sebagaimana 

kesepakatan ulama madzhab empat. Orang muslim tidak bisa mewarisi 

orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, baik 

disebabkan kekerabatan atau hubungan suami isteri karena sabda Nabi 

Muhammad Saw di atas. 

Perbedaan agama anatara orang-orang kafir sendiri seperti 

orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai penghalang waris ada 

beberapa pendapat: 
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1) Malikiyyah mengatakan, orang kafir tidak mewarisi orang kafir 

yang lain jika agama mereka berbeda, misalnya, Yahudi dan 

Nasrani. Oleh karena itu, orang Yahudi tidak mewarisi orang 

Nasrani. Orang Nasrani tidak mewarisi orang Yahudi, sebab 

keduanya adalah dua agama yang berbeda. Keduanya (orang 

Yahudi dan Nasrani) tidak mewarisi orang musyrik juga tidak 

mewarisi keduanya. Sebab tidak ada muawalah antara mereka. 

Adapun selain Yahudi dan Nasrani yakni agama-agama lain, 

dianggap satu agama. masing-masing bisa saling mewarisi 

2) Hanafiyyah, Syafi‟iyyah, dan Hanabilah mengatakan, orang-orang 

kafir masing-masing saling mewarisi, sebab kafir adalah satu agama 

dalam pewarisan, karena firman Allah SWT, 

ضٍِۚ  لِۡاَءُٓ بَعأ وأ
َ
أً أ ُٓ ظُ ََ كَفَرُواْ بَعأ ِي  ٧٣ ...وَٱلَّذ

Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka 

menjadi pelindung bagi sebagian yang lain..” (Al-Anfaal:73) 

Firman Allah SWT dengan keumumannya ini mencakup 

semua orang kafir juga, firman Allah SWT,  

  َۡۖ َٰوُ لَ َقِّ إلَِّذ ٱلظذ
دَ ٱلۡأ اذَا بَعأ ٍَ  ٣٢ ...فَ

Artinya: “Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan 

kesesatan” (Q.S. Yunus: 32) 

Juga, karena semua agama kafir menurut agama kafir 

menurut pandangan Islam adalah sama dalam hal kebatilan seperti 

satu agama. juga, karena orang-orang non-Muslim sama dalam hal 
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memusuhi umat Muslim dan sepakat untuk mengepung mereka. 

Mereka ada dalam status satu agama. pendapat ini diambil oleh 

undang-undang Mesir. Pasal 6 menyatakan bahwa orang-orang non-

Muslim masing-masing saling mewarisi  

3) Ibnu Abi Layla, orang-orang Yahudi dan Nasrani masing-masing 

sal ing mewarisi. Sedangkan, mereka dengan orang majusi tidak 

bisa saling mewarisi. 

Ulama ahli tafsir, hadis, dan fikih bersepakat bahwa perbedaan 

agama pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk mendapatkan 

harta warisan. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw yang 

berbunyi
35

: 

ثَ نَا أبَوُ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيٍْْ  حَدَّ

هُمَا أنََّ النَّبَِِّ  عَنْ عَمْروِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ  أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَا يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ 

Artinya:  “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari 

Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin 

Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang 

kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim” 

 

Dalam hal ini, latar belakang munculnya (asbabul wurud 

mikro) hadis larangan beda agama tersebut. Dalam  Shahih Bukhari, 
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Kitab Maghazi, Hadis No. 3946 dijelaskan bahwa hadist tersebut 

muncul pada saat Fathul Makkah (8 H/360), yaitu ketika Usamah bin 

Zaid bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai tempat di mana 

Rasulullah Saw akan tinggal di Makkah. Kemudian Rasulullah Saw 

bertanya “Apakah” Aqil (anak Abu Thalib) meninggalkan rumah 

bagi kami?” Kemudian Rasulullah Saw berkata: “Orang mukmim 

tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari 

orang muslim. “Dan dikatakan menurut riwayat Zuhri, Rasulallah 

Saw berkata: “Siapa yang mewarisi Abu Thalib? “Usamah bin Zaid 

menjawab. “ „Aqil dan Abu Thalib yang mewarisinya.” Menurut 

riwayat Ma‟ar dan Zuhri, Usamah bin Zaid bertanya mengenai 

tempat di mana Rasululllah Saw besok akan tinggal dalam 

kepergiannya. Sementara menurut riwayat Yunus tidak disebutkan 

dalam kepergiannya dan pada saat Fathul Makkah.
36

 

Mengenai hadis tersebut,  „Asqalani menjelaskan bahwa hadis 

tersebut menunjukkan kepada hukum yang diperkenalkan pada masa-

masa awal Islam, karena Abu Thalib meninggal sebelum hijrah. Pada 

saat hijrah terjadi „Aqid dan Thalib menguasai harta yang 

ditinggalkan oleh Abdullah, ayah Rasulullah Saw, karena Abu Thalib 

adalah saudara kandungnya, dan Rasulullah Saw hidup bersama Abu 

Thalib setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Maka ketika 

Abu Thalib meninggal (619 M) dan terjadi hijrah (622M) , Thalib 

belum memeluk Islam, sementara „Aqil baru masuk Islam di wakty 

                                                 
36

 Muhammad Isna Wahyudi, Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama, 
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27 

akhir. „Aqil dan Thalib menguasai harta yang ditinggalkan oleh Abu 

Thalib. Kemudian Thalib meninggal sebelum terjadinya perang 

Badar (4 H/626 M), dan „Aqil meninggal lebih akhir.maka ketika 

hukum Islam menjadi tetap dengan meninggalkan pewarisan muslim 

dari orang kafir, maka harta peninggalan Abu Thalib tetap berada di 

tangan „Aqil. Maka Rasulullah Saw memberi petunjuk kepada hal itu 

(muslim tidak mewarisi kafir dan sebaliknya), sementara „Aqil telah 

menjual semua harta peninggalan tersebut.  Terhadap penetapan Nabi 

Saw meninggalkan peninggalan tersebut kepada „Aqil sebagai 

anugerah Nabi Saw kepada „Aqil, ada yang menilai untuk memberi 

harta dan kasihan kepada „Aqil, dan ada pendapat yang mengatakan 

sebagai pembenaran (tashih) atas peninggalan masa Jahiliyyah 

sebagaimana telah menjadi sah perkawinan mereka yang terjadi pada 

masa Jahiliyyah (Al-‟Asqalani, VIII, hal.113-5).
37

 

Dalam Sunan Ibn Majah, Kitab Fara‟id, Hadis No.2720, 

dijelaskan bahwa Ja‟far dan Ali tidak mewarisi apapun dari Abu 

Thalib karena keduannya muslim, sementara „Aqil dan Thalib masih 

kafir.
38

 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa hadis 

larangan waris beda agama muncul sebagai petunjuk Nabi Saw dalam 

menyelesaikan persoalan waris yang terjadi antara Nabi Saw., dan 

sepupunya dari keturunan paman Nabi Saw, Abu Thalib yaitu „aqil, 

Thalib, Ja‟far, dan Ali. 
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Dari sebab munculnya sebuah hadis Nabi Saw terhadap 

kewarisan beda agama, dapat dilihat dari sebuah konteks sebuah 

permasalahan hukum yang hadir dalam setiap lingkup msyarakat 

terhadap kewarisan beda agama yang tidak dapat diberikan 

berdasarkan dengan ketentuan hak waris, karena waris telah gugur 

apabila salah satu pewaris maupun yang mewarisi non-muslim. 

Berikut pandangan mayoritas ulama konvensional 

berargumentasi pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh banyak 

perawi dari Usamah bin, Zaid, beliau (Nabi Saw) bersabda: Seorang 

muslim tidak mewarisi orang kafir, dan tidak sebaliknya orang kafir 

tidak mewarisi orang muslim. Menurutnya hadis ini menunjukkan 

umum, tidak dikhususkan oleh suatu sebab apapun, dan oleh kondisi 

apapun, dan juga tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dalam 

konteks ini mereka kelihatannya memahami bahwa dalalah „amm 

selama tidak ada dalil yang mengtakhis satuan-satuan (al-afrad-nya), 

maka lafaz „amm tersebut menunjukkan qath‟i. Kalaupun sebagian 

satuannya dikeluarkan, menurut Hanafiyyah hal itu tergantung 

kepada takhsisnya (qashr al-„amm-nya) ; jika qashr al-„amm-nya 

mempunyai implikasi yang signifikan, maka dalalah sisi satusan yang 

ditakhsis adalah zanni. Mereka juga dalam konteks ini tidak 

menggunakan qiyas, karena menurut penilaiannya hadis yang 

dijadikan argumentasi itu tigkat validitas dan keotentikannya cukup 

kuat, yang justru kontradiksi dengan qiyas seperti yang dipraktikkan 
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oleh ulama yang berpandangan bahwa orang muslim boleh mewarisi 

harta orang kafir.
39

 

Berdasarkan hal tersebut bahwa kewarisan beda agama tidak 

dapat untuk mewarisi harta non-muslim, namun ketentuan yang 

berlaku dimasyarakat saat ini berdasarkan dengan sebuah „urf. 

Berbicara „urf terdapat sebuah ketentuan mengenai kaidah fiqih. 

 Sebuah ketentuan kaidah al-„adah muhakkamah adalah sebagai 

berikut: 

 استمما ل اانا س حخة يجب الممل بها  

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah 

(alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan” 

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat 

kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap 

anggota masyarakat menaatinya.
40

 Namun kaidah tersebut tidak bisa 

digunakan pada ketentuan hak waris beda agama non-muslim  karena 

pewaris beda agama semua ulama sepakat tidak bisa saling mewarisi. 

Karena dalam menentukan hukum itu derajat paling tinggi adalah Al-

qur‟an dan hadis. Jika ada kaidah apapun yang bertentangan maka 

tidak berlaku atau gugur.  
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2. Hibah  

a. Pengertian Hibah  

Hibah merupakan kata Arab yang berarti pemberian, yaitu 

“perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain.” 

Adapula pendapat yang menyebutkan bahwa al-hibah diambil dari 

katahaba, yang berarti bangun (istaiqazha), yaitu sesuai dengan 

kalimat, “terbangun dari tidurnya”. Al-hibah diartikan bangun 

(istiqazha), karena “prilaku hibah bangkit untuk berbuat kebaikan 

setelah ia lupa akan kebaikan.”
41

 Secara etimologi, hibah berarti 

pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dan 

mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharap balasan apapun.
42

 

Pengertian hibah menurut terminologi syariat Islam adalah akad yang 

menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup 

dan dilakukan secara sukarela.
43

 

Hibah artinya pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian 

yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah 

tanpa mengharapkan balasan apapun. Jumhur ulama 

mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan harta seseorang 

tanpa ganti rugi yang dilakukan selama keadaan masih hidup kepada 

orang lain secara sukarela.
44

 Berdasarkan uraian di atas, dapat 

dipahami bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh 

seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan 
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pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih 

hidup juga. 

b. Dasar Hukum Hibah  

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam 

kebajikan antara sesama manusia sangat baik dan bernilai positif. 

Ulama fikih telah sepakat, bahwa hukum hibah adalah sunah 

berdasarkan firman Allah sebagai berikut:  

سٗا فكَُُُٔهُ  ُّ نَفأ أِ ِ ٌّ ء   أ ََ أً عََ  َ ىَكُ ۚۡ فَإنِ طِبۡأ ذَ نِِأيَثٗ ِٓ َٰتِ  ٱىنّسَِاءَٓ صَدُقَ
ْ أ وَءَاتُ

نِٓ  رِيٓ َْ ذٌ  ٤ٔٔٔاٗ  ٔٔٔاٗ 

Artinya: ...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu 

sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah 

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 

akibatnya. (Q.S. An-Nisaa‟: 4)
45

 

Selanjutnya dalam surat lain Allah berfirman:  

بيِوِ ... ََ ٱلسذ سََٰهِيَن وَٱبأ ٍَ أ َتََٰمَََٰ وَٱل بَََٰ وَٱلۡأ َٰ حُتِّّۦِ ذَويِ ٱىألُرأ الَ عََلَ ٍَ أ   ١٧٧  ...وَءَاتََ ٱل

Artinya: dan memberikan harta yang dicintainya kepada 

kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 

memerlukan pertolongan). (Q.S. Al-Baqarah: 177)
46
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Dalam sabda Rasulullah disebutkan:  

 تَ هَادَوْا تَََاب ُّوْا

Artinya: “Hendaklah kamu saling memberi hadiah dan saling 

mengasihi”. (H.R. Bukhari) 

Baik ayat maupun hadis di atas, jumhur ulama menunjukkan 

(hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh 

sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai 

kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang 

memerlukannya.
47

 

c. Batas Maksimal Hibah  

Hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitan 

dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan 

mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal 

demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga 

harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak boleh melebihi 

sepertiga harta peninggalan.
48

 

d. Hibah Orangtua Kepada Anak 

Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.
49

 

Pada dasarnya hibah tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah atau 

pemberian orang tua kepada anaknya. Pasal 212 Kompilasi Hukum 

Islam secara tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik 
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kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
50

 Kebolehan 

menarik kembali hibah orang tua kepada anaknya dimaksudkan agar 

orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya 

memperhatikan nilai-nilai keadilan. Rasul Saw sangat tegas menyuruh 

untuk menarik kembali pemberian orang tua kepada salah satu dari 

anak-anaknya.
51

 

3. Wasiat  

a. Pengertian Wasiat  

Wasiat menurut bahasa artinya “menyambungkan”, berasal dari 

kata washasy syai-a bikadzaa, artinya “dia menyambungkannya”. 

Dikatakan demikian karena seseorang yang berwasiat berarti 

menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. Wasiat 

adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah 

seseorang meninggal dunia. Menurut syara‟, wasiat adalah 

mendermakan suatu hak yang pelaksaannya dikaitkan sesudah orang 

yang bersangkutan meninggal dunia.
52

 Secara terminologi atau istilah 

para ahli fiqih, wasiat adalah perintah untuk melakukan suatu 

perbuatan setelah meninggal. Atau dengan kata lain, bersebekah 

dengan harta setelah mati.
53

 Wasiat adalah amanah yang diberikan 

seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam 

keadaan sedang sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat  
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dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang 

ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena itu, tidak 

semua wasiat berbentuk harta. Adakalanya wasiat berbentuk nasihat, 

petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan 

sebagainya.
54

 Menurut pendarat Jumhur Fuqaha mendefinisikan bahwa 

wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela 

dalam segala keadaan. Karena tidak ada dalam syariat Islam sesuatu 

wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.
55

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wasiat 

adalah menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah 

meninggal dunia, diperbolehkan dalam Islam, tetapi tidak diwajibkan. 

b. Dasar Hukum Wasiat  

Dasar hukum wasiat dapat dilihat dalam Al-Qur‟an Surah Al-

Baqarah ayat 180 sebagai berikut:  

كأرَبيَِن 
َ َِ وَٱلۡأ يأ َٰلَِِ وَ

ثُ ليِأ صَِيذ أٔ اا ٱل أٔتُ إنِ ترََكَ خَيۡأ ٍَ أ ًُ ٱل حَدَكُ
َ
أً إذَِا حَضَََ أ نُتبَِ عَيَيأكُ

تذلِيَن   ٍُ أ ا عََلَ ٱل رُوفِِۖ حَلًّ عأ ٍَ أ  ١٨٠ةٱِل

 

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara 

kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta 

yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara 

ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. 

Al-Baqarah: 180)
56

 

 

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam ayat 180 di atas, 

diketahui dari kata kutiba yang dimaksudkan furida (diwajibkan), dan 
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kata bilma‟rufi haqqan „alal-muttaqin yang berarti pelaksanaan wasiat 

itu adalah salah satu syarat takwa. Oleh karena itu, hukumnya wajib. 

Kata khairan berarti harta yang banyak, harta yang pantas untuk 

diwasiatkan, atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan.
57

 

c. Hukum Wasiat  

Hukum wasiat berdasarkan kesepakatan ( ijma‟) adalah sunnat 

muakkad. Menurut Zainuddin Abdul Aziz, jika sedekah dilakukan 

waktu orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, 

hal itu jauh lebih utama. Sesudah Allah menerangkan beberapa 

ketentuan dalam pembagian harta warisan, diterangkan pula 

bahwa  pembagian harta warisan tersebut hendaklah dijalankan setelah 

melaksanakan wasiat.
58

 

d. Wasiat Wajibah  

Istilah wasiat wajibah tidak ditemukan pada kitab-kitab klasik, 

sehingga sewaktu istilah ini muncul di artikan dengan wasiat yang 

hukumnya wajib dilaksanakan. Istilah wasiat wajibah merupakan 

istilah tersendiri. Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu 

tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dasar 

dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Dengan 

demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat wasiat atau 

tidak membuat wasiat. Penguasa maupun hukum tidak dapat memaksa 

seseorang untuk memberikan wasiat.
59
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Namun demikian sebagian ulama berbendapat bahwa penguasa 

atau hakim sebagai aparat negara tertinggi mempunyai wewenang 

untuk memeksa atau memberi putusanwajib wasiat S dengan sebutan 

wasiat wajibah, kepada orang tertentu. Misalnya berwasiat kepada ibu 

bapak dan karib kerabat yang karena sesuatu sebab tidak dapat 

menerima warisan. Suatu wasiat dikatakan wasiat wajibah (wajib) 

disebabkan karena dua hal: 

1) Hilangnya unsur ikhtiyar bagi si pemberi wasiat dan munculnya 

unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan 

tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si 

penerima wasiat. 

2) Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka 

dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian 

perempuan.
60

 

 

Dengan demikian, wasiat wajibah bisa dimaknai bahwa 

seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun 

tidak ada wasiat yang secara nyata, anggapan hukuman itu lahir dan 

asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, 

maka ada atau tidak adanya suatu wasiat yang dibuat, wasiat dianggap 

ada dengan sendirinya.
61

 

Mengenai wasiat wajibah, dalam literatur hukum Islam di 

Indonesia tidak ada definisi secara formal. Secara etimologis, wasiat 

wajibah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu 

wasiat dan wajibah, yang bila dua kata tersebut berdiri sendiri-sendiri 

maka makna yang demikiannya akan masing-masing maka makna 

yang demikiannya akan masing-masing pula. Begitu juga bila 
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digabungkan akan membentuk arti tersendiri pula. Kata wajibah 

berasal dari kata wajib yang mendapatkan imbuan ta‟ marbutah. Kata 

tersebut mempunyai makna sesuatu yang disuruh syariah untuk secara 

kemestian dilakukan oleh mukallaf karena secara langsung dijumpai 

petunjuk tentang kemestian memperbuatnya.
62

 Oleh karena itu, wasiat 

wajibah mengandung makna, wasiat yang pelaksanaannya tidak 

dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak 

orang yang meninggal dunia, tidak memerlukan bukti bahwa wasiat 

diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya 

didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa 

wasiat tersebut harus dilaksanakan.
63

 

 Pengaturan wasiat wajibah di Indonesia diatur dalam KHI, 

yang secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209. Pasal tersebut bahwa 

ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan 

bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia. Namun  

dalam perkembangan berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah 

Agung teryata wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris non-

muslim. Berikut putusan Mahkamah Agung : 

1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Pada tingkat 

banding, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan ahli waris 

non-Islam (anak perempuan kandung) berhak atas wasiat wajibah 

yang jumlahnya 
3
/4 dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. 

Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang diperoleh anak 

kandung non-Islam dari 
3
/4 menjadi sama dengan bagian yang 

diperoleh seorang ahli waris anak perempuan. 
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2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 

September 1999. Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan 

ahli waris non-Muslim (dalam kapasitasnya sebagai ahli waris 

pengganti) berhak mendapatkan harta pewaris berdasarkan wasiat 

wajibah yang kadar bagiannya sama bagian ahli waris lain yang 

beragama Islam
64

 

 

Diantara dua putusan Mahkamah Agung ini pun terdapat 

perbedaan dalam hal dari mana bagian harta untuk pelaksanaan wasiat 

wajibah diambil. Pada putusan pertama putusan wasiat wajibah diambil 

dari harta peninggalan pewaris, sedangkan pada putusan kedua bagian 

wasiat wajibah untuk ahli waris non-muslim diambil dari harta warisan. 

Karena pada dasarnya, bentuk kaidah hukum yang digunakan oleh para 

hakim dalam menentukan pemberian wasiat wajibah adalah 

menggunakan kaidah wasiat umum sebagaimana yang ditentukan dalam 

KHI. Dan penerapan kaidah wasiat yang diatur dalam KHI digunakan 

karena dua alasan. Yaitu karena adanya kekosongan hukum karena KHI 

tidak mengatur secara rinci wasiat wajibah tersebut dan alasan yang 

kedua yaitu karena untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. 

Oleh karena itu ketentuan pewarisan beda agama di Indonesia 

berdasarkan sebuah yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan 

sebuah ketentuan harta waris berupa wasiat wajibah bagi pewaris non-

Muslim. Selain itu, pemberian wasiat wajibah dapat dilihat 

menggunakan sebuah asas akad dalam KHES Pasal 21 yaitu; 

1) Ikhtiyari/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, 

terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau 

pihak lain. 
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2) Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para 

pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang 

bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. 

3) Ikhtiyati/ kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan 

yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. 

4) Luzum/ tidak berubah ; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang 

jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik 

spekulasi atau maisir. 

5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan para pihak sehingga tercegah dari prktik manipulasi 

dan meruikan salah satu pihak. 

6) Taswiyah/ kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki 

kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang 

seimbang. 

7) Transparasi; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para 

pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang 

bersangkutan. 

8) Taisir/ kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara memberi 

kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat 

melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. 

9) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegaskan 

kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan 

buruk lainnya. 

10) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang 

oleh hukum dan tidak haram. 

11) Al-hurriyah (kebebasan berkontrak) 

12) Al-kitabah (tertulis).
65

 

 

Dari berbagai asas tersebut pemberian harta waris kepada non-

muslim dapat menggunakan berbagai asas tersebut sebagai sebuah 

pemberian harta waris pada non-muslim, yang beruba wasiat. 

Pada kalangan fuqaha, istilah wasiat wajibah atau al-wasiyyah 

al-wajibah diartikan sebagai suatu wasiat yang diperuntukkan kepada 

para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta waris 

atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang 

yang wafat karena adanya suatu halangan syara‟. Mislanya berwasiat 
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kepada anak beragama non muslim atau cucu yang tidak mendapatkan 

warisan karena terhalang oleh keberadaan paman mereka.
66

 

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa wasiat wajibah 

merupakan sebuah ketentuan hakim yang mengatur bahwasannya 

pemberian wasiat tidak hanya serta merta memberikan, tetapi harus 

sesuai dengan ketentuan syara yang berlaku atas hak dan kewajiban 

atas harta atau benda peninggalan untuk diberikan kepada orang 

tertentu dalam keadaan tertentu. 

Ketentuan wasiat wajibah di atas merupakan hasil ijtihad ulama 

dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah 2 (180): 

كأرَبيَِن 
َ َِ وَٱلۡأ يأ َٰلَِِ وَ

ثُ ليِأ صَِيذ أٔ اا ٱل أٔتُ إنِ ترََكَ خَيۡأ ٍَ أ ًُ ٱل حَدَكُ
َ
أً إذَِا حَضَََ أ نُتبَِ عَيَيأكُ

تذلِيَن   ٍُ أ ا عََلَ ٱل رُوفِِۖ حَلًّ عأ ٍَ أ  ١٨٠ةٱِل

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara 

kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta 

yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara 

ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. 

Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian wasiat 

wajibah terhadap walidain  dan aqrabin yang tidak mendapatkan harta 

warisan. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lain 

melarangnya. Ulama yang memberlakukan wasiat wajibah bagi 

walidain dan aqrabin yang tidak mendapatkan bagian warisan, dalam 

mengemukakan alasan kebolehannya dapat dikategorikan menjadi tiga 
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kelompok.
67

 Pertama, kelompok yang menyatakan, bahwa seluruh ayat 

Al-Qur‟an adalah muhkamat, artinya tidak ada nasikh manasukh dalam 

Al-Quran. Jadi, Al-Baqarah (2):180 tersebut (ayat wasiat) tidak 

dinasakh (dihapus atau dihilangkan hukumnya) baik oleh ayat-ayat Al-

Qur‟an maupun hadis. Keduan, kelompok yang menyatakan, ayat 

wasiat tersebut yakni Al-Baqarah (2) 180 bersifat umum yang meliputi 

walidain dan aqrabin, ditakhsiskan oleh ayat kewarisan yaitu An-Nisa 

(4): 11-12 dan hadist yang menyatakan la wasiyyata li warisin, jadi 

menurut kelompok kedua ini, Al-Baqarah (2) 180 tersebut hanya 

berlaku untuk walidain dan aqrabin yang menurut ketentuan umum 

pewarisan tidak mendapatkan bagian waris.  

Sedangkan Walidain dan Aqrabin yang mendapatkan bagian 

waris dikeluarkan oleh keumuman ayat wasiat di atass. Ketiga, 

kelompok yang menyatakan, Al-Baqarah (2): 180 tersebut dinasakh 

oleh ayat mawarist, tapi hanya sebagian, yakni hanya sebatas walidain 

dan aqrabin yang mendapatkan bagian penerimaan harta warisan. Jadi 

ayat tersebut berlaku bagi walidain dan aqrabin yang tidak menjadi ahli 

waris atau tidak menerima bagian warisan.  

Selain ulama yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat 

wajibah bagi walidain dan aqrabin yang tidak mendapatkan bagian 

harta warisan dalam Al-Baqarah (2) 180 tetap ada dan diberlakukan, 

ada pula sebagian ulama yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut 

telah dinaskh dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ulama yang 
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menyatakan tidak ada ketentuan wasiat wajibah, dalam 

mengemukakan ketidakberlakuannya dapat dikategorikan menjadi 

empat kelompok.
68

 Pertama kelompok yang menyatakan bahwa 

ketentuan wasiat wajibah dalam Al-Baqarah (2): 180 tidak dapat 

diberlakukam dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakh 

oleh  ayat-ayat kewarisan. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa 

ketentuan wasiat wajibah dalam Al-Baqarah (2):180 tidak dapat 

diberlakukan dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh 

hadist nabi SAW. la wasiyyata li warisin, bukan oleh ayat-ayat 

mawaris, bukan oleh ayat-ayat mawaris. Ketiga, kelompok yang 

menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam Al-Baqarah 

(2):180 tidak dapat diberlakukan dan dilaksanakan karena ayat tersebut 

telah dinasakh oleh ayat-ayat kewarisan dan hadits Nabi SAW. la 

wasiyyata li warisin. Keempat, kelompok yang menyatakan bahwa 

ketentuan wasiat wajibah dalam Al-Baqarah (2) 180 tidak dapat 

diberlakukan dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinaskh oleh 

ijma‟. 

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa pada dasarnya perbedaan 

pendapat para ulama mengenai ketentuan wasiat wajibah terletak pada 

pandangan mereka terhadap konsepsi nasakh(nasikh manasukh) atas 

teks Al-Quran dan hadist. Mereka yang tidak memberlakukan naskh, 

mereka yang memberlakukan naskh terhadap Al-Baqarah (2):180 

tetapi hanya sebagian, dan mereka yang menyatakan ayat tersebut 
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hanya ditakhsis oleh ayat mawarists memberbolehkan wasiat wajibah 

terhadap walidain dan aqrabin yang tidak mendapatkan bagian harta 

warisan. Sedangkan mereka yang menyatakan ayat Al-Baqarah (2): 

180 dapat dinaskah, baik oleh ayat Al-Baqarah (2): 180 dapat dinaskh, 

baik oleh ayat Al-Quran, hadist maupun ijma sama sekali tidak 

memperbolehkan wasiat wajibah bagi walidain dan aqrabin yang tidak 

mendapatkan harta warisan. 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau 

di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, 

dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.
69

 Penelitian 

lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian 

kualitatif, menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran–

pengukuran permasalahan dengan keadaan apa adanya sehingga hanya 

merupakan penyikapan fakta.
70

 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk 

yaitu di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang 

Bawang) 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif  

kualitatif yaitu “merupakan format penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau 
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berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti 

itu”.
71

 

Penelitian deskripsi kualitatif ini berupa keterangan-keterangan 

bukan berupa angka-angka atau hitungan. Artinya, dalam penelitian ini 

hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai pemberian 

harta waris kepada anak yang berlainan agama. 

B. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.
72

 Data merupakan 

hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu 

peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data 

yang dimaksud ialah:  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan.
73

 Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak 

pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.
74

 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara 
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langsung kepada keluarga (alm) Bapak Reso yaitu Ibu Mawarni dan anak-

anaknya selaku ahli waris.    

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-

sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab 

harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari 

berbagai instansi pemerintah.
75

 

Data- data  sekunder  dalam penelitian ini diperoleh dari buku 

seperti buku Muhammad Ali Ash Shabuni: Pembagian Harta Waris 

Menurut Islam, Muhammad Amin Suma: Hukum Keluarga Islam Di Dunia 

Islam, Riyanta: Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Kewarisan, 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
76

 Dalam penelitian 

ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang 

diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk 

komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh 
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informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu”.
77

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa wawancara adalah 

tanya jawab yang dilakukan seorang peneliti kepada seorang narasumber 

dari penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Ada macam-macam wawancara yang dapat digunakan untuk 

memperoleh data dari narasumber. “Yaitu wawancara terstruktur, 

wawancara semi terstruktur dan wawancara tak berstruktur”
78

. Penelitian 

ini menggunakan wawancara semiterstruktur, yaitu “pokok-pokok masalah 

yang dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan pada saat 

terjadinya wawancara”
79

 Wawancara ini dilakukan kepada keluarga (Alm) 

Bapak Reso selaku ahli waris. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah motode untuk mencari data mengenai 

hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku , agenda , dan 

sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

profil Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang 

Bawang, yang meliputi sejarah singkat, keadaan penduduk, struktur 

kepemerintahan, dan denah lokasi. 
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D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil 

dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunkan untuk 

mengabil kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
80

 

Setelah data terkumpul maka penulis mengelolah data dan 

menganalisis secara kualitatif untk mendapatkan kesimpulan yang benar 

menggunakan metode analisi kualitatif dengan menggunakan deskriftif 

analisis.
81

 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan 

menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal 

atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang 

bersifat umum
82

. Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan 

pembagian harta waris kepada anak yang berlainan agama di Desa Sidomukti 

Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari hukum 

waris. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Profil Desa Sido Mukti 

1. Sejarah Desa Sido Mukti  

Pada awal Tahun 1986 pemerintah mencanangkan Transmigrasi 

local di berbagai daerah di Indonesia, yang salah satunya yaitu transmigrasi 

H1 SP2 Gedung Aji Baru yang saat itu masih masuk wilayah Kecamatan 

Menggala Kabupaten Lampung Utara propinsi Lampung.Maka tepatnya 

pada Tanggal 4 April 1986 Transmigrasi local (TRANSLOK) H1 SP2 di 

resmikan dan di beri nama Desa Sido Mukti Kecamatan Menggala 

Kabupaten Lampung Utara. 

Pendudukan Transmigrasi ini berasal dari 2 daerah yaitu dari 

Gunung Balak 350 KK dan Wonosobo 150 KK dan mulai saat itu 

masyarakatnya mulai beradaptasi terhadap lahan pertanian yang tadinya 

dari daerah pegunungan ke daerah rawa dan dataran dimana suhunya lebih 

tinggi (panas). Karena asal Trans dari 2 daerah untuk menyatukan visi dan 

misi maka di ambil 2 pimpinan yaitu Kepala desa Bapak Mujiono dan 

sekdes Bapak Suyadi yang asalnya dari Gunung Balak dan Wonosobo.
83

 

Kehidupan masyarakat Sido Mukti mayoritas petani dan pekebun 

yang mana sistem kegotong royongan masih kental, dengan perkembangan 

yang sangat pesat maka pada Tahun 1997 Kabupaten Lampung Utara 

pecah, dan lahirlah Kabupaten Tulang Bawang dan Kecamatan Menggala 
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Pecah menjadi beberapa kecamatan Penawar Tama, sehingga di berbagai 

sektor pembangunan fisik maupun mental (SDM) mulai digalakkan, 

terutama pendidikan dan Kesehatan serta pelayanan masyarakat lebih 

memadai. Di Tahun 1998/1999 terjadi krisis ekonomi, ada beberapa yang 

kondisinya menurun, harga sembako melonjak, Keamanan kurang terjamin 

sehingga masyarakat enggan bepergian. 

Kemudian ada era reformasi dimana masyarakat bisa 

mengemukakan pendapat kepada pemerintah secara langsung, Refomasi ini 

terlalu berlebihan, dimana-mana terjadi Demonstrasi yang mengakibatkan 

banyak kerugian di daerah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat terutama 

bangunan pemerintah.Ada dampak sementara dimana kesadaran 

masyarakat menurun akibat Reformasi, diantaranya gotong royong mulai 

mengurang, pemuda mulai tak terkendali, terlalu bebas mengemukakan 

pendapat. Namun hal ini tidak lama akhirnya pulih dan terkendali 

lagi.Setelah masyarakat mulai sadar dan tahu arti Reformasi Yang 

sebenarnya, maka pembangunan mulai berjalan normal, gotong royong 

mulai ada, pendidikan stabil terutama di Desa Sido Mukti.
84

 

Pada Tahun 2006/2007 Kecamatan penawar Tama di pecah menjadi 

3 yaitu Penawartama, Gedung Aji Baru, dan Rawa Pitu dimana Desa Sido 

Mukti masuk pada wilayah Kecamatan Gedung Aji Baru. Sejalan dengan 

program pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap 

warganya, pada tahun 2009 wilayah Desa Sido Mukti yang Luas, 

dipecah/dimekarkan menjadi 3 (tiga) kampung yaitu: Desa Sido Mukti 
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sebagai kampung Induk, Kampung Sido Mekar, dan Kampung Sumber 

Jaya sebagai Kampung Pemekaran. Dan pemekaran itu terjadi pada masa 

pimpinan Bapak Suyadi sebagai Kepala Kampung. 

Secara umum lahan Desa Sido Mukti adalah lahan perkebunan yang 

ditanami karet, kelapa sawit dan sebagian singkong, dengan demikian 

masyarakat Desa Sido Mukti rata-rata adalah petani/pekebun dan buruh 

tani. Selain itu, mata pencarian sebagiaan masyarakat Desa Sido Mukti 

adalah sebagai Pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, 

buruh perkebunan kelapa sawit, buruh pabrik kelapa sawit dan lain-lain.  

Sejalan dengan program pemerintah daerah dan pusat Maka Desa 

Sido Mukti adalah salah satu Kampung yang mendapatkan saluran dana 

melalui PNPM-MP dan dana daerah Kabupaten, akhirnya Desa Sido Mukti 

merasakan dampak bantuan tersebut, terutama sifat gotong royong bangkit, 

persatuan membaik, serta keagamaan semakin kuat, kesehatan, Pendidikan 

serta sarana inprastruktur jalan, jembatan gorong-gorong dan jalan 

onderlagh, pembangunan gedung Tk, TPA dll, mudah-mudahan Desa Sido 

Mukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang menjadi 

tertib, Aman damai, makmur dan sentosa, baik Bumi Sido Mukti dan 

masyarakatnya yang dengan Liku-liku kehidupan.Mudah-mudahan Tuhan 

yang maha Esa memberikan yang terbaik untuk Desa Sido Mukti di Era 

Modern. Akhirnya dengan adanya penggantian nama Kampung menjadi 

Kampung, maka Kampung pengaturan H1 SP2 menjadi Desa Sido Mukti.
85
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Tabel 4.1 

Daftar Nama Kepala Kampung Desa Sido Mukti  

No Periode Nama Keterangan 

1 1986 – 1992 Mujiono Kampung Persiapan 

2 1993 – 1994 Suyadi PJS Kampung Persiapan 

3 1995 – 2013 Suyadi Kampung Depenitiv 

4 2013 – 2016 Boman Kampung Depenitiv 

5 2016 – 2017 Romli S.Pd,.M.pd PJS Kampung 

6 2017 – 2022 Yuniati, A.Ma Kampung Depenitiv 

 

2. Demografi Kampung 

a. Letak dan Luas Wilayah 

Desa Sido Mukti terletak di dalam wilayah Kecamatan Gedung 

Aji Baru Kabupaten tulang Bawang Provinsi Lampung yang berbatasan 

dengan beberapa daerah di antaranya sebagai berikut:  

1) Sebelah Utara Kampung PT Sumber indah perkasa 

2) Sebelah timur Kampung Sumber jaya 

3) Sebelah Selatan Kampung Aji Mesir (Palas) 

4) Sebelah Barat Kampung Sido Mekar. 

Luas Desa Sido Mukti adalah 1.242 ha. Secara umum Desa Sido 

Mukti adalah dataran rendah dan tinggi. Iklim di Desa Sido Mukti 

sebagaimana Desa – Desa Lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim 

kemarau dan iklim penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam dan lahan pertanian yang ada diDesa Sido 

Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung.
86
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b. Iklim 

Iklim kampung  Sido Mukti  mempunyai  iklim  yang sama 

seperti desa lain di Indonesia, yaitu  musim kemarau dan penghujan. Hal 

tersebut mempunyai pengaruh  pada pola tanam. Curah hujan rata-rata 

2.000-3.000  mdl, jumlah bulan hujan dalam setahun  rata-rata 7 bulan 

dan suhu rata-rata 30-32 C.
87

 

3. Keadaan Sosial Desa 

a. Jumlah Penduduk 

Desa Sido Mukti berdasarkan data penduduk tahun 2018 

mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.783  jiwa. Jumlah laki-laki 

1.982 jiwa, jumlah perempuan 1.801 jiwa, jumlah kepala keluarga 

1.174, jumlah keluaga miskin 359 jiwa. Keadaan sosial dalam Dusun 

dengan perincian sebagai berikut:
88

   

Tabel 4.2. 

Jumlah Penduduk  

No Nama Dusun 
Jumlah 

RT 

Jumlah 

KK 

Jumlah Jiwa 

L P 

1 RW 1 4 170 308 263 

2 RW 2 4 187 315 295 

3 RW 3 4 120 209 201 

4 RW 4 4 104 184 161 

5 RW 5 5 222 339 350 

6 RW 6 3 136 213 179 

7 RW 7 4 169 287 240 

8 RW 8 4 69 127 112 
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b. Tingkat Pendidikan Penduduk 

Tingkat pendidikan penduduk masyarakat desa Sido Mukti  

adalah sebagai berikut   

Tabel 4.3 

Tingkat Pendidikan Desa Sido Mukti 

No Tingkat Pendidikan Penduduk Jumlah 

1 Jumlah penduduk buta huruf  65 orang 

2 Jumlah penduduk prasekolah dan masih 

sekolah 

705 orang 

3 Jumlah penduduk tidak tamat SD     63 orang 

4 Jumlah penduduk tamat SD   762 orang 

5 Jumlah penduduk tamat SMP 1.174 orang 

6 Jumlah penduduk tamat SMA    804 orang 

7 D-3       65 orang 

8 S-1 145 orang 

 

c. Keadaan Ekonomi Desa 

1) Mata Pencarian 

Karena desa Sido Mukti merupakan desa pertanian, maka 

sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, 

selangkapnya sebagai berikut:
89

 

Tabel 4.4. 

             Mata Pencarian Penduduk Desa Sido Mukti 

 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

PNS 

TNI/POLRI 

Petani 

Pedagang 

Tukang 

Dll 

35 

1 

2693 

304 

173 

450 
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2)  Pola Penggunaan Tanah 

Penggunaan tanah di Desa Sido Mukti sebagian besar 

diperuntukan untuk tanah pertanian/perkebunan.
90

 

Tabel 4.5 

Pola Penggunaan Tanah Desa Sido Mukti 

 

No Jenis Lahan/Tanah Jumlah 

1 Tanah perkebunan rakyat 1.043 ha 

2 Tanah pemukiman penduduk 147  ha 

3 Tanah lahan perkantoran  1 ha 

4 Lahan lapangan 1 ha 

5 Lainnya 50 ha 

 

3) Pemilikan Ternak 

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk desa Sido 

Mukti adalah sebagai berikut:
91

  

Tabel 4.6 

Data Kepemilikan Ternak Desa Sido Mukti 

 

No Jenis Hewan Ternak Jumlah 

1 Ayam Kampung 4700 ekor 

2 Ayam Ras  -  

3 Itik    260 ekor 

4 Kambing    874 ekor 

5 Sapi           141 ekor 

 

4. Sarana dan Prasarana Desa 

Kondisi sarana dan prasarana desa Sido Mukti secara garis besar 

adalah sebagai berikut:
92
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Tabel 4.7 

Sarana dan Prasarana Desa yang Dimiliki Desa Sido Mukti 

 

No Sarana dan Prasarana Desa Jumlah 

1. Jumlah Luas desa 1.242 Ha 

2. Balai desa 1 unit 

3. TPA 3 unit 

4. PAUD 3 unit 

5.  TK 1 unit 

6. MTs 1 unit 

7.  SLTP 1 unit 

8. SLTA 1 unit 

9. Puskesdes 1 unit 

10. Masjid 5 unit 

11. Mushola 17 unit 

12. Gereja Katolik 2 unit 

13. Sanggar 1 unit 

14. Air bersih 3 unit 

15. Lapangan  1 unit 

16. Posyandu 2 unit 

17. Polindes  2 unit 

 

B. Pembagian Harta Waris Beda Agama  

Pendistribusian harta waris merupakan sebuah ketentuan yang 

diberikan kepada pewaris dengan ahli waris yang dimiliki. Pembagian harta 

waris dalam ketentuan kewarisan hukum Islam tidak serta merta hanya 

pembagian harta waris yang diberikan dengan ketentuan yang disepakati 

bersama karena memuat asas keadilan dalam pembagian waris tersebut. 

Pembagian harta waris beda agama merupakan sebuah praktek nyata yang 

banyak di realisasikan pada masyarakat. Masyarakat desa Gedung Aji yang 

melakukan pembagian harta waris berdasarkan pembagian dengan salah satu 

pewaris beda agama/ non-Muslim. 



 

 

 

 

59 

 Pembagian harta waris alm.bapak Reso dibagikan setelah alm.bapak 

Reso meninggal, pada saat setelah selesai dari penyelesaian tahlilan yang 

diadakan oleh keluarga alm.bapak Reso maka pembagian harta waris tersebut 

dilangsungkan yang berupa ladang dan tanah yang dibagikan oleh istri bapak 

Reso yaitu ibu Suparti, yang membagikan lahan perladangan kepada bapak 

Sri, bapak Wagiman, ibu Sumarni dan ibu Meni. Pembagian harta waris yang 

diberikan oleh ibu Suparti pada saat sebelum   meninggal dunia, dan 

pembagian harta waris diberikan karena asas keadilan sesama saudara 

sekandung, dengan sistem pembagiannya laki-laki mendapatkan harta waris 

sedikit lebih banyak di bandingkan dengan anak perempuan, karena menurut 

alm.ibu Suparti waktu itu pembagian harta waris yang diberikan kepada anak 

laki-laki lebih banyak dibanding perempuan karena laki-laki memiliki sebuah 

tanggung jawab yang besar dibandingkan dengan anak perempuan yang sudah 

ditaggung oleh suami masing-masing.
93

 

Pembagian harta waris yang diberikan oleh istri ibu Suparti pada 

waktu itu hanya terdapat sebuah akad bahwa ini adalah bagian harta waris 

bagi kalian sesuai dengan ketentuan berdasarkan asas keadilan. Meskipun 

demikian ibu Sumarni sebagai ahli waris yang dalam hal ini adalah sebagai 

non-muslim mendapatkan ladang dengan berdasarkan akad pemberian waris 

dan harta waris yang diterima oleh ibu Sumarni adalah berupa bangunan 

rumah.
94

 Namun, dalam hal ini bahwa pembagian harta waris non-muslim 
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tidak berdasarkan akad pemberian hak waris ketentuan tersebut tidak 

diperbolehkan.  Perbedaan Agama, seorang Muslim tidak dapat mewarisi 

ataupun diwarisi orang nonmuslim, apapun agamanya. Hal ini ditegaskan 

Rasulullah saw. dalam sabdanya:  

سْلِمَ 
ُ

سْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ الم
ُ

 لاً يرَِثُ الم
Artinya: “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, 

datidak pula orang kafir mewarisi muslim.” (Bukhari dan Muslim).
95

 

Berdasarkan ketentuan hadis tersebut tidaklah diperbolehkan bahwa 

ahli waris non-muslim untuk mewarisi harta orang muslim. Selain dari 

ketentuan tersebut Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara eksplisit, 

KHI yang diberlakukan dengan interuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan non muslim. Larangan 

tersebut tertuang dalam ketentuan umum pasal 171 huruf (b) da huruf (c) yang 

mensyaratkan pewaris dan ahli waris harus seagama, yakni Islam. 

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) 

selengkapnya sebagai berikut: (b) Pewaris adalah orang yang pada saat 

meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan 

beragama Islam, yang pada saat meninggal dunianya pewaris mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, 

dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

Oleh karena itu, pembagian harta waris alm. Bapak Reso yang 

dibagikan oleh alm.ibu Suparti merupakan pembagian harta waris yang tidak 
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diperbolehkan pada ketentuan hukum Islam. Karena melihat sebuah konteks 

pembagian harta waris yang diberikan oleh non-muslim karena hal tersebut 

tidak diperbolehkan berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam dan KHI. 

Pembagian harta waris yang diberikan tersebut masuk dalam kategori hibah. 

Namun, saat ini pembagian harta waris non-muslim di Indonesia telah 

diadakan nya sebuah yurisprudensi hukum terhadap pembagian harta waris 

terhadap non-muslim yaitu wasiat wajibah. 

Wasiat wajibah merupakan sebah ketentuan para hakim yang 

memberikan sebuah ketentuan hukum bagi ahli waris non-muslim untuk tetap 

mendapatkan sebuah hak dari harta waris yang meskipun dalam hal ini harta 

waris tersebut adalah sudah dinyatakan gugur karena perbedaan agama. 

Pembagian harta waris yang dilakukan oleh ibu Suparti tersebut dalam 

ketentuan hukum Islam tidak lah sesuai, karena ketentuan dalam hukum Islam 

pembagian harta waris ditentukan dengan kadar yang sudah ditentukan 

menurut hukum Islam. Selain itu pembagian harta waris yang dilakukan oleh 

ibu Suparti kepada ibu Suparni sebagai ahli waris non-muslim tidaklah 

diperbolehkan, namun karena ibu Suparti menggunakan sebuah asas keadilan 

dalam pembagian harta waris tersebut. 

Dengan demikian pembagian harta waris yang dilakukan tersebut 

apabila berdasarkan dengan akad wasiat wajibah bagi pewaris non-muslim 

tersebut. Pembagian waris yang diterima oleh ibu Sumarni tersebut merupakan 

sebuah asas yang terkandung dalam KHES Pasal 21:  
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1. Ikhtiyari/sukarela; pembagian harta waris alm.bapak Reso yang diberikan 

oleh ibu Suparti terhadap anak-anaknya tersebut berdasarkan dengan asas 

kerelaan dan tidak ada keterpaksaan maupun tekanan dalam pembagian 

harta warisan tersebut. 

2. Amanah/menepati janji; akad kewarisan yang diberikan oleh ibu Suparti 

merupakan sebuah pembagian yang sesuai dengan amanah dari alm.bapak 

Reso untuk memberikan harta waris berdasarkan dengan asas keadilan bagi 

anak-anaknya. 

3. Ikhtiyati/kehati-hatian;  pembagian harta waris yang dilakukan oleh ibu 

Suparti berdasarkan dengan pertimbangan yang telah ditentukan sebelum 

melakukan pembagian harta waris terhadap anak-anaknya tersebut. 

4. Transparansi; pembagian harta waris yang dilakukan oleh ibu Suparti 

tersebut tmerupakan sebuah pembagian harta waris yang transparan 

sehingga para pewaris mengetahui pembagian harta waris sesuai dengan 

ketentuan masing-masing pewaris. 

5. Itikad baik; pembagian harta waris dilakukan berdasarkan asas itikad baik 

yang diberikan oleh Ibu Suparti sebagai orang tua untuk memberikan harta 

waris kepada anak-anaknya demi kemaslahatan dan kesejahteraan 

perekonomian keluarga dari masing-masing ahi waris. 

Berdasarkan dengan asas-asas tersebut, pembagian harta waris yang 

pada dasarnya dapat diberikan tersebut memberikan sebuah batasan terhadap 

waris non-muslim karena pewaris non-muslim tidak menerima harta warisan. 

Penerimaan waris di desa SidoMukti tersebut terjadi karena yang memberikan 
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harta waris dan ahli waris tidak mengetahui atau memahami sebuah 

pembagian harta waris berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku, 

sehingga pembaggian harta waris di desa tersebut berdasarkan dengan asas 

keadilan yang dalam hal ini adalah sama-sama menerima harta waris karena 

mereka sama-sama merupakan anak dari pemilik harta waris yang dengan 

demikian mereka beranggapan bahwa pemberian harta waris tersebut 

dibagikan secara adil dan merata dengan tidak terlebih dahulu melihat 

pembagian yang seharusnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris, 

terlebih bagi pemberian harta waris non-muuslim. 

Pembagian harta waris yang dilakukaan tersebut memunculkan sebuah 

kemaslahatan dibandingkan dengan kemafsadatan yang diterima oleh para 

pewaris, meskipun dengan demikian pewaris non-muslim tersebut seharusnya 

berdasarkan dengan sebuah akad hibah, tetapi pada dasarnya kewarisan 

terhadap non-muslim masuk kedalam pembagian harta waris yang 

berdasarkan dengan asas keadilan. 

Kemaslahatan yang diterima dari para pihak pewaris adalah 

terbantunya kebutuhan perekonomian. Dengan adanya pembagian harta waris 

tersebut masing-masing pewaris mengembangkan ladang yang diterima dari 

harta warisan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari para pewaris, 

kemaslahatan tersebut juga dirasakan oleh pewaris non-muslim dengan 

pengembangan ladang tersebut maka kebutuhan sehari-hari terpenuhi, dan 
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dengan pembagian harta waris tersebut dapat memberikan pendidikan yang 

layak bagi anak-anak masing-masing pewaris.
96

 

Dari ketentuan tersebut bahwa pembagian harta waris beda agama 

dapat diberikan berdarkan akad hibah dan pembagian harta waris tersebut 

beradasarkan dengan asas akad pasal 21 KHES dan memberikan kemaslahatan 

bagi pewaris. 

C. Perspektif  Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembagian Harta Waris 

Beda Agama di Desa  Sido Mukti Kab. Tulang Bawang 

 

Harta waris merupakan sebuah harta peninggalan yang memiliki hak 

untuk dibagikan kepada pewaris yang memiliki hak untuk mendapatkannya, 

harta waris memiliki sebuah kemnfaatan nilai ekonomi untuk memujudkan 

sebuah kesejahteraan bagi penerima waris. Konteks pembagian harta waris 

beda agama yang ada di desa SidoMukti Kab. Tulang bawang tersebut 

merupakan sebuah pembagian harta yang menggunakan akad penerimaan 

waris. Pemberian waris seperti yang sudah peneliti jelaskan di atas, bahwa 

pembagian harta waris beda agama tidak dapat diberikan harta waris dan hak 

untuk menerima harta waris sudah gugur, namun ketentuan penerimaan harta 

waris tersebut dapat terlaksana apabila pembagian harta waris tersebut 

menggunakan sebuah akad hibah bagi non-muslim. 

Pembagian harta waris non-muslim yang dalam hal ini harus 

menggunakan sebuah akad hibah dalam pemberiannya, bahwa konteks 
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pembagian waris tersebut dapat dilihat dalam sebuah prinsip-prinsip dari 

hukum ekonomi syariah yang terdiri dari:  

1. Prinsip Maslahah, pemberian harta waris beda agama yang terdapat di desa 

SidoMukti memberikan sebuah kemaslahatan bagi yang menerima harta 

waris tersebut, karena dengan pembagian harta tersebut maka 

perekonomian mereka yang menerima waris sangat terbantu, dengan 

adanya harta tersebut mereka dapat mengembangkan sebuah usaha 

pertanian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Selain itu pembagian harta waris tersebut dapat memunculkan sebuah 

kemafsadatan apabilaa harta waris tersebut tidak diberikan dan tidak 

terkecuali bagi penerima harta non-muslim. Dengan tidak adanya 

pembagian harta tersebut maka keluarga mereka merasakan sebuah 

kesuitan perekonomian karena pada dasarnya mereka mendapatkan 

penghasilan dari segi faktor pertanian, dan harta waris yang mereka terima 

beruba perladangan. 

2. Prinsip kerelaan dari segala pihak, prinsip ini merupakan sebuah prinsip 

yang sudah tertanam dalam sebuah konteks kekeluargaan dari pewaris dan 

yang memberikan waris, masing-masing pihak merasa saling rela atau 

saling rido dalam memberikan dan menerima bagian masing-masing yang 

telah ditentukan berdasarkan dengan asas kekeluargaan. Dengan demikian 

pembagian harta waris tersebut tidak berdasarkan dengan unsur paksaan 

serta penipuan atau sebuah kegiatan yang menibulkan kemudaratan bagi 

para pihak yang memberikan harta waris dan pihak yang menerima waris 
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begitu juga dengan pihak yang menerima harta waris non-muslim, masing-

masing saling rela untuk memberikan harta waris tersebut kepada ahli waris 

yang sudah gugur haknya karena tehalangnya perbedaan agama tersebut. 

3. Transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi. Pembagian 

harta waris beda agama tersebut sebagaimana peniliti jelaskan di atas, 

bahwa pembagian harta waris beda agama menggunakan sebuah prinsip 

keadilan, sebuah prinsip keadilan yang terlihat dari sebuah pembagian harta 

yang adil dan sesuai dengan porsi masing-masing pihak. Prinsip tolerasi 

yang diberikan oleh pemberi harta waris dan masing-masing pihak yang 

menerima harta waris memberikan sebuah ruang penerimaan bagi non-

muslim untuk tetap mendapatkan haknya sebagai anak dalam penerimaan 

harta waris. Meskipun demikian bahwa pembagian harta waris tersebut 

tidak diperblehkan karena sudah terhalang untuk tidak dapat diberikan. 

Seharusnya pembagian harta waris tersebut berdasarkan dengan pemberian 

hibah. 

Berdasarkan ketentuan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi 

syariah tersebut, bahwa sebuah pada dasarnya tujuan hukum ekonomi syariah 

dapat dilihat dari sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai 

yang berfokus kepada amar ma‟ruf nahi munkar yang berartimengerjakan 

yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Berdasarkan dengan hal itu 

tujuan hukum ekonomi syariah berdasarkan dengan ekonomi kemausiannya 

yang dengan hal ini pembagian harta waris yang berdasarkan ekonomi 

kesejahteraan memiliki sebuah ruang di dalamnya karena dengan pembagian 
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haarta waris tersebut perekonomian dengan begitu mereka mampu 

menjalankan kehidupannya dengan bekerja keras dan berinovasi dalam 

mengembangkan sebuah perekonomian keluarga. 

Selain ekonomi kemanusian, bahwa terdapat sebuah ekonomi 

keseimbangan yang artinya bahwa Islam tidak menalimi sebuah 

perekonomian, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara 

berimbang. Hak tersebut berkaitan dengan ketentuan pembagian harta waris 

bahwa pembagian harta berdasarkan dengan ekonomi berimbang. Meskipun 

ahli waris non-muslim tersebut terhalang sebuah hak kewarisan karena 

perbedaan agama. Namun, Islam tetap memberikan celah atau jalan keluar 

untuk memberikan sebuah harta tersebut padanya dengan sebuah ketentuan 

akad hibah, yang dengan ini bahwa pewaris non-muslim dapat menerima harta 

waris tersebut meskipun sudah terhalang. 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A.  Kesimpulan 

Pembagian harta waris non-muslim yang dalam hal ini harus 

menggunakan sebuah akad hibah dalam pemberiannya, bahwa konteks 

pembagian waris tersebut dapat dilihat dalam sebuah prinsip-prinsip dari 

hukum ekonomi syariah yang terdiri dari: 

4. Prinsip Maslahah 

5. Prinsip kerelaan dari segala pihak 

3.Transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi 

Pembagian waris kepada anak non-muslim dalam ketentuan hukum 

Islam tidak diperbolehkan. Namun, berdasarkan Yurisprudensi dan atau adat 

istiadat (urf‟) dan secara hukum islam di lindungi secara tegas pada surat an-

nisa ayat 59 maka dapat dipahami bahwa waris berbeda agama dilakukan 

dengan melakukan sebuah pertimbangan ketentuan-ketentuan sebagai berikut; 

1. Ekonomi kemanusian 

2. Keadilan   

3. Manfaat 

4. Kepastian Hukum  

B.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penulis ajukan saran 

sebagai berikut : Perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan hukum waris beda 

agama melalui peraturan Undang-Undang atau Yurisprudensi.
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